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BUPATI MELA WI 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MELAWI 

NOMOR II TAHUN 2017 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

· bang a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 
21 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Melawi Nomor 2 tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kabupaten Melawi, perlu menetapkan Pemberian 
tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Melawi yang belum memiliki rumah jabatan atau 
rumah dinas: 

' 
b. 

c. 

bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi sampai dengan Tahun 
2017 belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau 
Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Melawi kecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
D: h di· ·dike Rumah aeral Kabupaten Melawi yang telah lisedaan 
Jabatan, sehingga bagi pimpinan dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang belum tersedia Rumah Jabatan 
atau R . Pe mmahan sesua1 
K, umah Dinas diperlukan Tunjangan ·er 

cmampuan Keuangan Daerah; 

bahwe h. .a ..: pasar (Market 
p. ' asil kajian Appraisal tentang nilai sew? ~~1an untuk ~[i,";" ale) er baa a op»ye yang aw,"5%as oat 
D_, 'Ran harga sewa rumah Anggota Dewan 1da tanggal 5"ah Kabupaten Melawi di Kabupaten Melaw Pa 

Me1 2016: , 
d. bahwa ... 



/ 
bahwa berdasarkan pertimbang d. b d h an sebage' huruf a, 1an nuruf c tersebut ,mana dimaksud 
dengan Peraturan Bupati Me . El.tas, perlu ct·t Pada 

ah b . p· elawi t · • . 1 etapkan 
perum 1an ag 'impinan dan Ar entang T.: . nggota DPRD 3angan 
Melaw1. Kabupaten 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 
kabupaten M~law dan Kabupate [""8 Pembent1a 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Rep,,Nau di Propinsi 
003 Nomor 149, Tambahan Len! 2lik Indonesia Tahun 
Indonesia Nomor 4344); aran Negara Republil 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tent 
embaran Negara Repubik Indonesia Tak,NZ,, ,grotoo1an 
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~"omor 125, omor 5166); 

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang P .1.h · D .., em1hihan Umum Anggota ewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lerb 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, #["" " 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); an 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5568) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 ten tang Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5650); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah{Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 ivomor 90, Tambahan Lembaran N"& 
Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah d,, 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
{z". 2oon ans Festa»a» a« "z; 

merintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang p Protoko] .. dan Anggota ewan 
Per,,_ 'Sr dan Keuangan Pimpinan Re ublik Indonesia 
1a,"lan Rakyat Daerah (Lembaran Nega@iara Republik 
,'an 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
donesia N » omor 4712); 7. Peraturan ... 
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7. 

8. 

9. 

Peraturan Pemerintah Nom 
Penyusunan Peraturan #"}? tahun 2010 en 
tentiang Tata Teruib5"; "a Perwakian 1,[;". Pedoman 

b N ewan P ak' 'at D ah (Lembaran Vegara Republik Im, SFwe ilan Raly%a ''er 
Tambahan Lembaran Negara p,_"sia Tahun 201 s_Paerah 

epublik Indonesia , 'Oomor 22, 
1a lomor 5104) Peraturan Daerah Kabupaten Mela ' 

tentang Kedudukan dalam Proto16, "omor 2 Tahun 2005 
dan Anggota Dewan Perwakilan _an Keuangan Pimpinan 
Melawi (Lembaran Daerah Kabupate �

at Daerah Kabupaten 
7, Tambahan Lembaran Daerah ks, ""i Tahun 2005 vomor 
scbagaimana telah diubah dengan pe,[""? Melawi Nomor 1), 
Melawi Nomor 2 Tahun 2006 tentang pt""Paerah Kabupaten 
Peraturan Daerah Kabupaten Mela¢;{"Pahan Pertama Atas 
tentang Kedudukan dalam Protoko1er a4."" 2 Tahun 2005 

A t D . euangan Pimpman 
dan \nggota Jewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14 ); 

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38 ); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Melawi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Melawi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Melawi Nomor 169). 

"apkan PERATURAN 
PERUMAHAN 
PERWAKILAN 
2017. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI MELAWI TENTANG TUNJANGAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Peraturan :..: 
In1 yang dimaksud dengan: 

'a,, 
adala 

A.. Kabupaten Melawi. 
s "rinta, .: Unsur Penyelenggara 
"ins_Paerah adalah Kepala Daerah Seba6_~ emerintahan yang 
aii.","Paerah yang memimpin pelaksanaan ur 

angan daerah otonom. 

3. Pemerintahan ... 



an Daerah adalah Penyelengaraan U in"erah an DPRD, memurut asas o%Lu,[ti"}_"memntahan, ie "in",to otonomi seluas-luasnya, dalam si,,_ tugas Perbantuan pr1n Ind : ·be . 1stem dan pr· :. ' g pepublik Indonesia, sebagaimana dimaksud dale Fnsip Negara '{tu?" 'pepublik Indonesia Tahun 1945. lam Undang-Undang 
" Negara ' s' , Aalah Bupati Melawi. 

%¢a"° 
perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Ad 

x_,~Rakyat Daerah Kabupaten Melawi. adalah Dewan 
~rakila" 

. pPRD adalah Para Anggota DPRD yang diberi hak dan Ke .: apinan .. :. ewajihan serta 
" tngsi untuk memimpin DPRD, berdasarkan Peraturan Pe \d ng8° lak bx ik dal ·erun«dang- 
tangan yang berl <u, 2a1k lam sebutan Pimpinan Sementara DPRD, ",~aPimpinan DPRD. zauP 

mapinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi 
pang bersifat definitif. 

laggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Melawi 

njangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 
aggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya. 

BAB II 
TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 2 

unjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
panjang Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah dinas; 

��gan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
erikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

'n iangan pe . • .. DPRD, dapat diberikan 
hitung~~~[''Hahan Jabatan bagi unsur Pimpman ' 

2 la1 sejak pelantikan. 
'njane re sejak peresmian ea,, an Perumahan Dinas bagi Anggota DPRD, diberikan seJ 

&&otaan sebagai anggota DPRD. 

'ik.. Pasal4 a"an T~,:. iiaks 1d pada Pasal 2 an ~[73gan Perumahan sebagaimana "",',paten Metawi. 
aAnggaran Pendapatan dan Belanja Daer 

BAB III ... 
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Pasal 3 



() 

BAB III 
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 5 

rnya Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut: Besa 

Ketua Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) a. 
Wakil Ketua 2 (orang) @ : Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) b. 

c. Anggota 27 (orang) @ : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak 
~enghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

g) Bagi unsur pimpinan yang sudah menempati rumah dinas, tunjangan 
perumahan tersebut hanya dipergunakan sebagai cadangan jika terjadi 
sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti musibah, kebakaran, dan bencana 
alam. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tznggal 27 Mart }017 

Diundangkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal a7 Mrk 2017 

¼ SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN MELAWI, 

frvo TI l, S MULYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR II 


